
 

87 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

Abdul, Rahman. 2010. Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa. 

Alam, Sahrul. 2003. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Fiskus Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus 

di Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Linggau). Tesis S2 Program Pascasarjana 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 

Ardani, Mira Novana. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 

1 Surabaya). Tesis S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas 

Diponogoro. 

Caroko, Bayu, Heru Susilo dan Zahroh Z.A. 2015. Pengaruh Pengetahuan 

Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap 

Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Jurnal 

Perpajakan, Vol 1(1). 

Erly, Suandy. 2013. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. 

Hantoyo, Shinung Sakti, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani. 2016. Pengaruh 

Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). 

Jurnal Perpajakan, Vol 9(1). 

Harmenita, Risa, Mochammad Al Musadieq dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Reinventing Policy dan Kepatuhan 

Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Bekasi). Jurnal Perpajakan, Vol 9(1). 

Herry, Purwono. 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : 

Erlangga. 

Imam, Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. 

Semarang : Undip. 

Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : 

Graha Ilmu. 



 

88 
 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu 

Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib 

Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 

Pembayaran Pajak. 

Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga. 

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara 

Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria 

Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran 

Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan 

Pembayaran atau Penyetoran Pajak. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara 

Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Rimsky, K. Judisseno. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama. 

Robinson, Taligan. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : Sinar 

Grafika Offser. 

Sony, Devano, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep Teori dan Isu. 

Jakarta : Kencana. 

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : 

Rajawali Pers. 



 

89 
 

Siti, Resmi. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba 

Empat. 

Soemitro, Rochmat. 1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Bandung : Refika Aditama. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2014 Tentang Target Rasio 

Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pada Tahun 

2014. 

Syaida, Ayyus, dan Wiwik Hidajah Ekowati. 2016. Pengaruh Program Tahun 

Pembinaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi 

Kasus pada KPP Pratama Batu). Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang. 

Tobing, Ganda C., Farman dan Khaerani. 2015. Pahami dan Manfaatkan Reinventing 

Policy. Jakarta : Darussalam. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat. 

Yeni, Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak 

pada KPP Pratama Padang. Jurnal. Universitas Negeri Padang, Padang. 

Yustinus, Prastowo, et al. 2011. Buku Pintar Menghitung Pajak. Jakarta : Raih Asa 

Sukses. 

Zuraida, Ida, dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak. Bogor : Ghalia 

Indonesia. 


